
 

 

TESIS 

 

   PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEABSAHAN AKTA YANG DIBUAT  

OLEH NOTARIS YANG RANGKAP JABATAN SEBAGAI  

PIMPINAN/PEGAWAI BADAN USAHA SWASTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diajukan Oleh : 

KARESYA REZKIA PASHA 

NIM. 2220216320019 

 

 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI 

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 

FAKULTAS HUKUM  

MAGISTER KENOTARIATAN 

BANJARMASIN 

2024



i 

 

 PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEABSAHAN AKTA YANG DIBUAT  

OLEH NOTARIS YANG RANGKAP JABATAN SEBAGAI  

PIMPINAN/PEGAWAI BADAN USAHA SWASTA  

 

 

 

 

Tesis 

Untuk memperoleh gelar Magister 

Dalam Program Magister Ilmu Kenotariatan  

Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat 

 
 

 

 

Diajukan oleh 

KARESYA REZKIA PASHA 

NIM. 2220216320019 

 

 

 

 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI 

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 

FAKULTAS HUKUM  

MAGISTER KENOTARIATAN 

BANJARMASIN 

2024 

 









v 

 

RINGKASAN 

 
PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEABSAHAN AKTA YANG DIBUAT 

OLEH NOTARIS YANG RANGKAP JABATAN SEBAGAI 

PIMPINAN/PEGAWAI BADAN USAHA SWASTA  

Oleh : 

Karesya Rezkia Pasha,1 Suprapto2 

Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang 

mempunyai wewenang untuk membuatnya di tempat itu atau dalam bentuk yang 

ditentukan oleh undang-undang. Dalam menjalankan tugasnya, seorang Notaris 

harus mentaati UUJN dan Kode Etik Notaris yang menjadi syarat sahnya. Mereka 

juga harus memenuhi persyaratan yang tertuang dalam UUJN dan memperhatikan 

larangan-larangan yang diatur di dalamnya. UUJN mengatur batasan-batasan yang 

tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN. Suatu akta yang dinotariskan dan 

ditandatangani oleh Notaris mempunyai kekuatan hukum. Notaris mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam masyarakat karena tugasnya adalah mengurus 

akta otentik. Praktik rangkap jabatan juga dapat merugikan masyarakat secara 

umum karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga notaris 

sebagai lembaga yang seharusnya dapat dipercaya untuk menyelenggarakan 

kegiatan yang berkaitan dengan akta otentik 

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui keabsahan akta notaris 

yang melakukan tangkap jabatan sebagai pimpinan/pegawai badan usaha swasta. 

Serta untuk mengetahui pertanggung jawaban notaris terhadap klien yang aktanya 

dinyatakan tidak sah dikarenakan rangkap jabatan sebagai pimpinan/pegawai badan 

usaha swasta 

Akta notaris rangkap jabatan hanyalah akta di bawah tangan. Kekuasaan 

utama Notaris adalah membuat akta asli; apabila Notaris melanggarnya dengan 

melakukan beberapa tugas, maka Notaris tidak diperkenankan membuat akta dan 

tidak dapat diketahui keabsahannya. Sanksi administratif berupa teguran tertulis, 

pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian 

dengan tidak hormat wajib diterapkan kepada Notaris yang memangku jabatan 

berbeda untuk menjamin tanggung jawabnya. 
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ABSTRAK 

Oleh : 

Karesya Rezkia Pasha,3 Suprapto4 

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 

Kata Kunci : Akta Otentik, Rangkap Jabatan, Badan Usaha Swasta 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui keabsahan akta 

notaris yang melakukan tangkap jabatan sebagai pimpinan/pegawai badan usaha 

swasta. Serta untuk mengetahui pertanggung jawaban notaris terhadap klien yang 

aktanya dinyatakan tidak sah dikarenakan rangkap jabatan sebagai 

pimpinan/pegawai badan usaha swasta. Dengan menggunakan jenis penelitian 

yuridis normatif, Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu menjawab isu hukum 

dengan cara menggambarkan, menelaah, mengkaji, dan menjelaskan secara tepat 

serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari 

berbagai pendapat ahli hukum, dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas 

permasalahan yang diangkat. Hasil Penelitian Pertama :Akta notaris rangkap 

jabatan hanyalah akta di bawah tangan. Kekuasaan utama Notaris adalah membuat 

akta asli; apabila Notaris melanggarnya dengan melakukan beberapa tugas, maka 

Notaris tidak diperkenankan membuat akta dan tidak dapat diketahui 

keabsahannya. Dalam hal ini akta hanya merupakan dokumen pribadi yang harus 

diakui dan ditandatangani oleh para pihak. Kedua : Sanksi administratif berupa 

teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau 

pemberhentian dengan tidak hormat wajib diterapkan kepada Notaris. Dewan 

memantau Notaris atas pelanggaran dalam pelaksanaan tanggung jawabnya dan 

memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan pelanggaran. Adapun upaya 

agar tidak lagi terjadinya rangkap jabatan yang dilakukan oleh Notaris, maka perlu 

memaksimalkan peran dari Majelis Pengawas notaris untuk melakukan 

pengawasan dan pemeriksaan secara rutin mengingat adanya rangkap jabatan yang 

dilakukan oleh notaris, berakibat pada akta yang dibuat notaris tersebut. Serta 

perlunya sanksi yang lebih tegas terhadap Notaris yang melakukan rangkap jabatan 

yaitu pemberhentian dengan tidak hormat agar memberi efek jera terhadap Notaris 

tersebut dan Notaris lainnya. Kemudian perlunya pengaturan yang lebih tegas 

dalam UUJN mengenai kedudukan akta dan akibat hukum terhadap akta notaris 

yang dibuat dalam keadaan rangkap jabatan agar terciptanya kepastian dan 

perlindungan hukum terhadap masyarakat. 
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LEGAL PROTECTION AND VALIDITY OF DEEDS MADE BY NOTARIES 

WHO HOLD CONCURRENT POSITIONS AS LEADERS/EMPLOYEES OF 

PRIVATE BUSINESS ENTITIES  

By : 

Karesya Rezkia Pasha,5 Suprapto6 

Master of Notarial Studies, Lambung Mangkurat University 

ABSTRACT 

 
Keywords : Authentic Deed, Dual Position, Private Business Entity 

The purpose of this research is to determine the validity of notarial deeds that 

capture positions as leaders / employees of private business entities. And to find out 

the notary's responsibility to clients whose deeds are declared invalid due to 

concurrent positions as leaders / employees of private business entities. By using 

normative juridical research, this research is prescriptive in nature, namely 

answering legal issues by describing, examining, studying, and explaining precisely 

and analyzing applicable laws and regulations as well as from various legal expert 

opinions, with the aim of getting answers to the problems raised. First Research 

Result: Notarial deeds of multiple positions are only deeds under the hand. The 

main power of a Notary is to make an original deed; if the Notary violates it by 

performing several tasks, the Notary is not allowed to make a deed and its validity 

cannot be known. In this case the deed is only a personal document that must be 

acknowledged and signed by the parties. Second: Administrative sanctions in the 

form of written warning, temporary dismissal, honorable dismissal, or dishonorable 

dismissal shall be applied to Notaries. The Board monitors Notaries for violations 

in the implementation of their responsibilities and sanctions those who commit 

violations. As for efforts to prevent the occurrence of concurrent positions carried 

out by Notary, it is necessary to maximize the role of the Notary Supervisory 

Council to carry out supervision and inspection routinely considering the existence 

of concurrent positions carried out by notaries, resulting in deeds made by the 

notary. As well as the need for stricter sanctions against Notaries who hold 

concurrent positions, namely dishonorable dismissal in order to have a deterrent 

effect on the Notary and other Notaries. Then the need for a firmer regulation in the 

UUJN regarding the position of the deed and the legal consequences of the notarial 

deed made in a dual position in order to create certainty and legal protection for the 

community. 
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